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PEMERINTAB KABUPATEN . DAERAB TINGKAT II 

S IDO A RJO 


PERATURAN OAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO 

NOHOR 1 TAHUN 1998 


TENTANG 

PAJAK REKLAt1E 


OENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO 

: a . Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-
Undang NoMor 18 Tahun 1997 t entang Pa jak Daerah 
d n. Retribusi Daerah. Peraturan Daerah tentang 
Pajak Reklame perlu disesu ikan ; 

b . 	 Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian s ebagaim na 
dimaksud huruf a perlu ~aengatur kMtbali Pajak 
Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah . 

Mengi ngat : 1 . 	 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah- daenah Kabupaten di Lingkungan 
Proinsi Jawa Ti111ur juncto Undang- undang Nolllo r 2 

Tahun 1965 tent ng Perubahan Batas Mi lay h 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya ; 

2. 	Undang-Undang HoMor 5 Tahun 1974 tentang Pokok­
Pokok Pemerintahan Di Daerah (Leabara n Hegar a 
Tahun 1974 Notaor 38. Tambahan L..baran Negara 
Nomor 3037) ; 	 ·.~ 

3. 	Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (La.baran Nega ra Tahun 
1997 Nomor 40. Ta111bahan Le111baran Negara Nomor 
3684) ; 

4 .. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Le.baran Negara Tahun 
1997 Nomor 41,Tambahan Le.baran Negara 
NOIRO r 3685) ; 

5. 	Undang-undang NOMOr 19 Tahun 1997 tentang 
Pena- gihan Pajak dengan Surat Paksa (Lentbaran 

/

Negara Tahun 1997 NOMOr 42. Ta•bahan LeMbaran 
Negara Nomor 3686) ; 

6. 	Peraturan Pelllf!rintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah (LeMbaran Negara Tahun 1997 NOMOr 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ; 
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7. 	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan 
Daerah Perubahan ; 

8. Keputusan Henteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 
·~ 1997 tentang Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ; 
t.. 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nolttor 173 tahun 

1997 tentang Tata Cara Pmeriksaan di Bidang Pajak 
Daerah. 

Oengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sidoarjo. 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan : 	 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO 
TENTANG PAJAK REKLAHE. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


Oalam Peraturan Daerah ini yang diaaksud dengan : 
a. 	Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Sidoarjo ; 
b. 	Pe..,rintah Daerah adalah PeMerintah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Sidoarjo ; 
c. 	Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Oaerah Tingkat 

II Sidoarjo ; 
d. 	Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Oaerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sidoarjo ; 

e. 	Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan 
Daerah Tingkat II Sidoarjo ; 

f. 	Pajak Rekla.a yang selanjutnya disebut Pajak 
adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan 
reklame ; 

g. 	Rekl&Me adalah banda. alat atau perbuatan atau 
81edia yang IIH!nurut bentuk susunan dan corak 
ragamnya untuk tujuan komersial. dipergunakan 
untuk n~e~aperkenalkan. n~enganjurkan atau memujikan 
suatu barang. jasa atau orang. ataupun untuk 
81enarik perhatian umum kepada suatu barang. jasa 
atau orang yang ditempatkan atau yang dapat 
dilihat. dibaca dan atau didengar dari suatu 
ta.pat oleh umum. kecuali yang dilakukan oleh 
Peaerintah ; 

h. 	Pangguno/lokasi reklaH adalah suatu sarana atau 
ta.pat pemasangan satu atau beberapa buah reklaae; 

r
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i. 	Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan 
huku. yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan 
atas naaanya sendiri atau untuk dan atas nama 
pihak lain yang .anjadi tanggungannya ; 

j. 	Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah 
tertentu sesuai dengan peaanfaatan Nilayah 
tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan 
reklame ; 

k. 	Hilai jual obyek pajak reklame adalah keseluruhan 
pembayaran/pengeluaran biaya- biaya yang 
dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara 
reklame termasuk dalam hal 1ni adalah biaya/harga 
beli bahan rekla.e. konstruksi ,. instalasi 
listrik. pembayaran/ongkos perakitan. pemancaran. 
peragaan. penayangan. pengecatan. pemasangan 
dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya 
sampai dengan bangunan reklame rampung. 
dipancarkan. diperagakan. ditayangkan dan atau 
terpasang ditempat yang telah diijinkan ; 

l. 	Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai 
yang di tetapkan pada ti tik lokasi peaasangan 
reklame tersebut berdasarkan kri teria kepadatan 
pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek 
kegiatan di 

.> 
bidang usaha ; 

•-	 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanj utnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh 
wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan 
peMbayaran Pajak Reklame yang terhutang ~~~enurut 

Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah ; 
n. 	Surat Setoran Pajak Daerah. yang selanjutnya 

disingkat SSPD adalah surat yang digunak.an oleh 
Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau 
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Oaerah atau 
ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ; 

o. 	Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPO adalah surat keputusan yang 
menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang ; 

p. 	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat 
keputusan yang ~~enentukan besarnya jumlah pajak 
yang terhutang. jUIIllah kredit pajak. jl.IIRlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administrasi dan ju.lah yang masih harus dibayar ; 

q. 	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
yang selanjutnya disingkat SKPOKBT adalah surat 
keputusan yang mene.ntukan ta•bahan atas ju.lah 
pajak yang ditetapkan ; 
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r. 	Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah sur at 
keputusan yang .enentukan ju.lah kelebihan 
~bayaran pajak karena jualah kredit pajak lebih 
besar dari pajak yang terhutang atau tidak 
seharusnya terhutang ; 

s. 	Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang 
selanjutnya disingkat SKPON, adalah surat 
keputusan yang ..nentukan jualah pajak yang 
terhutang sa.a besarnya dengan kredit pajak, atau 
pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak ; 

t. 	Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutyna 
disingkat STPD adalah surat untuk aelakukan 
tagihan pajak atau sanksi a~inistrasi berupa 
bunga dan a tau denda. 

BAB II 
·.'I, 	 t: • . ;.. 	 NAMA • OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

Pasal 2 

(1) 	Dengan na•a Pajak Rekla.e dipungut pajak kepada 
setiap penyelenggaraan rekla.e ; 

~ 

(2) 	Obyek Pajak adalah se•ua penyelenggaraan Reklame; 

(3) 	Obyek Pajak sebagaiMana di.aksud pada ayat (2) 

Meliputi : 
a. 	Rekla.e Papan/billboard/Hegatron .• .b. 	Reklallte Kain • 
c. ReklaMe ttelekat (stiker) .•.d. 	Rekla.e Selebaran • 
e. 	ReklaMe Berjalan, terMasuk pada kendaraan .

• 
f. 	ReklUie Udara ; .g. 	Reklame Suara • 
h. 	 Reklame FilM/Slide .• .

•i. 	ReklaMe peragaan 

Pasal 3 

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah : 
a . 	 Penyelenggaraan Rekla.e oleh PeMerintah Pusat dan 

PeMerintah Daerah ; 
b. 	Penyelenggaraan rekla.a Melalui televisi, radio, 

liiJ&rta harian ; 
c. 	Penyelenggaraan reklaMe sebagai.ana di.aksud pada 

pasal 2 ayat (1), bagi badan-badan sosial atau 
untuk kepentingan uau. disertai syarat-syarat yang 
dipandang perlu oleh Kepala Oaerah. 

,.· 
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Pasal 4 

(1) 	Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
memesan Reklame ; 

(2) 	Majib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan rekla.e • 

.~ . BAB III 
DASAR PEHGENAAN DAN TARIP PAJAK 

.. . ' 	 Pasal 5 

( 1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame ; 

(2) Nilai Sewa Reklame sebagai.ana diaaksud pada ayat 
(1) dihitung dengan Menj-.lahkan Nilai S trategis 
dan Nilai Jual Obyek Pajak Rekla.a ; 

(3 ) Has i l perhi tungan Nilai Sew& Aeklaae sebagai mana 
dimaks ud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk 
tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Daerah. 

Pasal 6 

Tar i p pajak di tetapkan sebesar 25 % (dua puluh 
lima perseratus). 

BAB IV 


MILAYAH PEHUNGUTAN DAN CARA 

PENGHITUHGAN PAJAK 


Pasal 7 

(1) Pajak terhutang dipungut diwilayah daerah ; 

(2) 	Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarip pajak sebagai.ana diaaksud dalam 
pasal 6 dengan Dasar Pengenaan sebagaimana 
di~taksud dalam pasal 5. 

BABY 


MASA PAJAK . SAAT PAJAK TERHUTANG. DAN 

SURAT PEMBERITAHUAH PAJAK DAERAH 


.. 	 Pasal 8 . Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang 
lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar 
untuk .anghitung besarnya pajak terhutang. 

:~ 
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Pasal 9 
• ""{" • l. 

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang laaanya 
satu tahun takwi• kecuali bila wajib pajak mengguna­
kan tahun buku yang tidak saaa dengan tahun takwi•. 

Pasal 10 

Pajak terhutang dala• masa pajak terjadi pada 
saat penyelenggaraan Rekla•e. 

Pasal 11 

(1) 	Setiap wajib pajak .ajib .angisi SPTPO ; 

(2) 	SPTPD sebagimana di~aaksud pada ayat (1) harus 
di isi dengan jelas. benar dan lengkap serta 
ditandatangani oleh .ajib pajak atau kuasanya ; 

(3) 	Bentuk. isi dan tata cara pengisian SPTPO 
ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

BAB VI 

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

Pasal 12 

(1) 	Berdasarkan SPTPO sebagai..na diMaksud dala. 
Pasal 11 ayat (1). Kepala Oaerah Menetapkan pajak 
terHutang dengan menerbitkan SKPD ; 

(2) 	Apabila SKPD sebagai~aana di•aksud pada ayat (1) 
tidak atau kurang dibayar setelah leMat waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD 
diteri•a. dikenakan sanksi adainistrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan di tagih 
dengan menerbitkan STPD. 

Pasal 13 

(1) 	Majib pajak yang 188Mbayar sendiri. SPTPD 
sebagaimana di•aksud dalaM Pasal 11 ayat (1) 

..,'·· 	 digunakan untuk menghitung....perhitungkan dan ., 
IMtnetapkan pajak sebdiri yang terutang ; 

(2) 	Dalam jangka Maktu 5 (liaa) tahun sesudah saat 
; . 
.ti 	

terutang pajak. Kepala Daerah dapat menerbitkan : 
r a. SKPDKB ; 

b. SKPDKBT ; 
c. SKPDN ; 

...~ 

-.. . 
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(3) 	SKPDKB sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a 
diterbitkan : 
a. 	Apabila berdasarkan hasil peaeriksaan atau 

keterangan lain pajak yang terutang tidak atau 
kurang dibayar. dikenakan sanksi a~inistrasi 

berupa bunga sebesa r 2% (dua pers en) sebulan 
dihitung daari pajak yang kurang atau 
terlambat dibaya r untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh eMpat) bulan d i hi tung sejak 
saat terutang pajak ; 

b. 	Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka 
waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara 
tertulis. dikenakan sanksi adMinistrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung 
dar i dari pajak yang kurang atau terlaMbat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan dihitung sejak saat 
terutangnya pajak ; 

c. 	Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak 
dipenuhi. pajak yang terutang dihitung secara 
jabatan. dan dikenakan sanksi administrasi 
berupa kenaikan s ebesar 25~ (dua puluh lima 
pers en) . dari pokok pajak ditambah sanksi 
admi nistrasi berupa bunga s ebesar 2% (dua 
pe r sen) sebulan dihi tung dari paj.ak yang 
kur ang atau terlambat dibayar untuk jangka 
wak tu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
d i hitung s ejak saat te r utangnya pajak. 

(4) 	SKPOKBT sebagaimana d imaks ud pada ayat (2) huruf 
b dite r bitkan apabila ditemukan data baru atau 
data yang se11ula belum terungkap yang IRenyebabkan 
penambahan jumlah pajak yang terutang. akan 
dikenakan sanksi adJRinistrasi berupa kenaikan 
sebesar 100% (seratus persen) dari jualah 
kekurangan pajak ter.sebut ; 

(5) 	SKPON sebagaiMana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
di terbi tkan apabila jutnlah pajak yang terutang 
sama besarnya dengan j umlah k redit pajak atau 
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ; 

(6) 	Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam 
SKPDKB dan SKPDKBT sebagaiwaana diaaksud pada aya t 
(2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya 
dibayar dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan. ditagih dengan menerbitkan STPD 
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 
2% (dua persen) sebulan. 

\ 
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BAB VII 

TATA CARA PEMBAYARAN 


Pasal 14 

(1) 	Pembayaran pajak dilakukan di Kas Oaerah atau 
te~npat lain yang ditunjuk oleh Kepala Oaerah 
sesuai waktu yang di tentukan dalam SPTPO. SKPD. 
SKPOKB. SKPOKBT dan STPD ; 

(2) 	Apabila pembayaran pajak dilakukan dit..pat lain 
yang di tunjuk. hasil peneri•aan pajak harus 
disetor ke Kas Oaerah ausla•bat-laMbatnya 1 X 24 
jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala 
Oaerah ; 

(3) 	Pembayaran pajak sebagaimana diMaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan 
SSPO. 

Pasal lS 

(1) 	Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau 
lunas ; 

(2) 	Kepala Daerah dapat .e•berikan persetujuan kepada 
waj ib pajak untuk ~nengangsur pajak terutang 
dalam kurun waktu tertentu. setelah .a.anuhi 
persyaratan yang ditentukan ; 

(3) 	Angsuran peMbayaran pajak sebagai•ana diaaksud 
pada ayat (2). harus dilakukan secara teratur dan 
berturut- turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan dari jt.nlah pajak yang belu. 
atau kurang dibayar ; 

(4) 	Kepala Daerah dapat aemberikan persetujuan kepada 
.ajib pajak untuk menunda pe•bayaran pajak sampai 
batas waktu yang ditentukan setelah ~~e.anuhi 

persyaratan yang di ten·tukan dengan dikenakan 
bunga 2~ (dua persen) sebulan dari ju.lah pajak 
yang belum atau kurang dibayar ; 

(S) 	Persyaratan untuk dapat .angangsur dan .anunda 
peMbayaran serta tata cara peMbayaraan angsuran 
dan penundaan sebagainaana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat(4), ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

·~....,., 

... ~... .
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Pasal 16 

(1) 	Setiap ~bayaran paj ak sebagai•ana di.aksud 
dal- Pasal 15 diberikan tanda bukti petftbayaran 
dan dicatat dalaM buku penerimaan ; 

(2) 	Bentuk . janis. isi. ukura n tanda bukti 
peabayaran dan buku pener i maan pajak sebagaiaana 
di.aksud pada ayat (1). d itetapkan oleh Kepala 
Oaerah . 

BAB VIII 
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 17 

(1) 	Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat 
lain yang sejenis sebagai atrtal tindakan 
pelaksanaan penagi han pajak dikeluarkan 7 (tujuh) 
hahri s ejak saat jatuh tempo pembayaran ; 

. (2) 	Dal.. j angka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangga 
Surat Teguran a tau Surat Pe r i ngatan atau surat•
lain yang s e j enis, waj ib pajak harus .elunasi 
pajak yang te r·uta ng ; 

(3) 	Surat Teguran. Surat Peringatan atau surat lain 
yang s eje nis s e bagaima na diMaksud pada ayat (1) 

dikeluarkan o leh Pejaba t u 

• I 	
Pasal 18 .. 

(1) 	Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar 
tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagai•ana 
ditentukan dalam Surat Tegu r an atau Surat 
Peringatan atau surat l ai n ya ng sejenis. ju.lah 
pajak yang harus d i baya r di t.agih dengan Surat 
Paksa ; 

(2) 	Pe,iaba·t me ne rbi tkan Su r at Paks a segera setelah 
leMat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat 
lain yang s ejenis. 

Pasal 19 

Apabila pajak yang harus dibayar tidak 
dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah 
tanggal pentberi tahuan Surat Paksa, Pejabat segera 
menerbitkan Surat Perintah Helaksanakan Penyitaan. 

·~ . t 
. -~~ 	 ;r.,~:.;:/ 
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Pasal 20 

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak 
belum juga melunasi hutang pajaknya. setelah lewat 
10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan. Pejabat mengajukan 
peraintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor 
Lelang Negara. 

Pasal 2.1 

Setelah Kantor Lelang Negara Menetapkan hari. 
tanggal. jam dan tempat pelaksanaan lelang. J'uru Sita 
memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada 
wajib pajak. 

Pasal 22 

Bentuk. janis dan isi for•ulir yang 
dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah 
ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

BAB IX 
~ 

PENGURANGAN • KERitoiGANAN DAN PEMBEBASAN 
PAJAK t. 

Pasal 23 

(l) 	Kepala Daerah berdasarkan peraohonan wajib pajak 

dapat meMberikan pengurangan. keringanan dan 

pembebasan pajak ; 


(2) 	Tata cara pe•berian pengurangan. keringanan dan 

peMbebasan pajak sebagaimana diaaksud pada ayat 

(1). ditetapkan oleh Kepala Daerah . 


BAB X 

TATA CARA PEMBETULAN. PEMBATALAN. 


KETETAPAN. DAN PENGHAPUSAN ATAU 

PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI 


Pasal 24 

(1) 	Kepal~ Daerah karena jabatan atau atas per.ahonan 

Wajib Pajak dapat : 

a. 	Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau 

STPO yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis. kesalahan hitung. dan atau 
kekeliruan dalam penerapan peraturan 
perundang- undangan perpajakan daerah ; 

t • . 
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b. 	Me•batalkan atau mengurangkan ketetapan pajak 
yang tidak benar ; 

c. 	Mengurangkan atau menghapuskan sanksi 
adMinistrasi berupa bunga. denda dan 
kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi 
tersebut dikenakan karena ke khi lafan wajip 
pajak atau bukan karena kesalahannya. 

(2) 	Per.ahonan pembetulan. pembatalan. pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau penguraogan sanksi 
adMi~istrasi atas SKPO, SKPOKB. SKPOKBT dan STPO 
set>a~i.ana diMaksud pada ayat (1) harus 
disaapaikan secara tertulis oleh wajib pajak 
kepada Kepala Oaerah. atau Pejabat selambat­
lambatnya 30 (tiga puluhh) hari sejak 
tanggal diterima SKPO, SKPOKB. SKPOKBT atau STPO 
dengan Melnberikan alassan yang jelas ; 

(3) 	Kepala Oaerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diterima, sudah harus meMberikan 
keputusan ; 

) 

(4) 	Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Oaerah 
atau Pejabat tidak memberikan keputusan. 
permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 
dianggap d i kabulkan . 

BAB XI 

KEBERATAN DAN BANDING 


Pasal 25 


(1) 	Najib Pajak dapat meng j ukan keberatan hanya 
kepada Kepala Oaer h atau Pejabat a tas s uatu : 
a. 	SKPD ; 
b. 	SI<.PDKB ; 

c. 	SKPOKBT ; 
d. 	SKPDLB ; 
e. 	SKPON ; 
f. 	PeMotongan atau pe•ungutan oleh pihak ketiga 

berdasa rkan peraturan perundang-undangan 
perpajakn yang berlaku. 

~-"' 
' 
.;·:. 

.,_;.J· 
,'• 
.~~ 

•l' 
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(2} 	Per..ahonan keberatan sebagai•ana diaaksud pada 
ayat (1) harus d1sampaikan secara tertul is dalam 
bahasa Indonesia paling la.a 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal SKPD. SKPDKB. SKPDKBT. SKPOLB dan SKPDN 
diteriaa oleh •ajib pajak. atau tanggal 
pe.otongan/pemungutan oleh pihak ketiga 
sebagaiMana diuksud pada ayat (1) dengan alasan 
yang jelas. kecuali apabila .ajib pajak dapat 
.anunjukkan bahwa jangka Naktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ; 

(3) 	Kepala Daerah atau Pejabat dalaa jangka Naktu 
paling lama 12 {dua belas) bulan sejak tanggal 
surat permohonan keberatan sebagaiaana dimaksud 
pada ayat (2) diterima. sudah me~nberikan 

keputusan ; 

(4) 	Apabila setelah lewat Naktu 12 {dua belas) bulan 
sebagaiaana diaaksud pada ayat (3) Kepala Daerah 
atau Pejabat tidak memberikan keputusan. 
periDOhonan keberatan dianggap dikabulkan ; 

(5) 	Pengajuan keberatan sebagaiaana diaaksud pada 
ayat (1) t1dak menunda kewajiban aembayar pajak. 

Pasal 26 

(1) 	Wajib pajak dapat •engajukan banding kepada Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 

(tiga) bulan setelah diterimanya keputusan 
keberatan ; 

(2) 	Pengajuan banding sebagaiaana di•aksud pada ayat 
(1) 	tidak m.enunda kewajiban membayar pajak. 

Pasal 27 

Apabi la pengajuan keberatan sebagaimana 
di•aksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana 
diaaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya. kelebihan pembayaran pajak dikembalikan 
dengan di ta•bah imbalan bunga sebesar 2\ (dua persen) 
sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh eMpat) bulan. 

8A8 XII 

PENGEJ1BALIAN KELEBIHAN PEI'1BAYARAN PAJAK 


Pasal 28 


(1) 	wajib Pajak dapat mengajukan periBOhonan 
pengembalian kelebihhan pembayaran pajak kepada,. 
Kepala Daerah atau Pejabat ; 

·' 
'i; 

':·.··· 
.·. ,. ~--	 iI 	
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{2) 	Kepala Daeah atau Pejabat dalam j angka waktu 
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 
diterimanya perMOhonan pengeMbalian kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaks ud pada ayat 
{1) harus memberikan keputusan ; 

(3) 	Apabila jangka waktu sebagai•ana d i maksud pada 
ayat {2) dilampaui Kepala Daeah a tau Pejabat 
tidak memberikan keputusan. peraohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran paj ak dianggap 
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitka n dalam 
waktu· paling lama 1 (satu) bulan ; 

<•> 	 Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak 
lainnya. kelebihan peMbayaran pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan 
untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak 
dimaksud ; 

(5) 	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan 
dala• •aktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitka n Surat 
Perintah Me mbayar Kelebihan Pajak (SPHKP) ; 

(6) 	Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
dilakukan setelah lewat wa ktu 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKPDLB. Kepala Daerah atau Pejabat 
memberikan imbalan bunga s ebesa r 2% (dua persen) 
sebula n atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
pajak . 

Pa,sal 29 

Apabila kelebihan pembayaran pajak 
diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. 
sebagaiaana diMaksud d a l a m pasal 28 ayat (4). 
peMbayarannya dilakukan denga n c a r a pemi nda h bukua n 
dan bukti peaindah bukuan juga be r laku s e bagai bukti 
pembayaran . 

BAB XIII 
K E D A L U W A R S A 

Pasal 30 

(1) 	Hak untuk melakukan penagihan pajak. kedaluwarsa 
setelah •elampaui jangka waktu 5 (lima) tahun 
terhitung sejak saat terhutangnya pajak. kecuali 
apabila •ajib pajak melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan daerah ; 
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(2) 	Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tertangguh apabila : 
a. Di t erbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa .a tau ,. 

1.... b. Ada pengakuan hutang pajak dari waj i b pajak 
~~ baik langsung maupun tidak langs ung.
.~ ~· 

BAB XIV 


KETENTUAN PIDANA 


Pasal 31 

'· '< 

(1) 	lltajib pajak yang karena kealpaannya tidak 
.anyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak 
banar atau tidak lengkap atau mela•pirkan 
kete- -rangan yang tidak benar sehingga merugikan 
keuangan Daerah dapat dippidana dengan pidana 
kurungan palng laaa 1 (satu) tahun dan atau denda 
paling banyak 2 (dua) ~ali ju.lah pajak yang 
terhutang ; 

(2) 	W.jib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampai ­
kan SPTPO atau Mengisi dengan tidak benar atau 

) 

tidak lengkap atau mela•pirkan keterangan yang 
tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah 
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lataa 

. ~ ' 

2 (du ) tahun dan atau denda paling banyak 4 
(eapat) kali ju.lah pajak yang terhutang. 

Pasal 32 

Tindak Pidana sebagai•ana diaaaksud dalam pasal 
31 tidak dituntut setelah melaMpaui jangka waktu 10 
(sepuluh) tahun sejak saat terut.angnya pajak atau 
barakhirnya Mas.a Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun 
pajak atau berakhirnya Tahun Pajak. 

BAB XV 


P E N Y 1 D I K A N 


Pasal 33 

(1) 	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan Pemerintah Daerah dibe r i wewenang 
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 
penyidi kan tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah s ebagaimana diaaksud dala• Undang­
Undang Nomor a Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana ; 

;. 

'·.' ·;.. 
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(2) Newenang Penyidik sebagaimana dimaksud .pada ayat 
(1) adalah : 
a. Menerima, mencari. IRengu;:~pulkan dan •eneli ti 

keterangan atau laporan ~rkenaan dengan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas ; 

b. Meneliti, Mencari dan mengumpulkan keterangan 
Mengenai orang pribadi atau badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana perpajakan daerah 
tersebut ; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang perpajak.an daerah ; 

d. Hemeriksa buku-buku, catatan-catatan dan 
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang perpajakan daerah ; 

e. Melakukan penggeledahan untuk .andapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dok'--8n­
dokUMen lain serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan bukti tersebut ; 

f. Meminta bantuan tenaga ahl l dalam rangka tugas•
penyidikan tindak pid na dibidang perpajakan 
daerah; 

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang 
meninggalkan ru ngan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan llle-riksa 
identitas seseorang dan atau doku.an yang 
diba...a sebagairaan dima ksud pada hur·uf e ; 

h . Memotre t ses orang yang berkaitan dengan 
tindak pidana perpajakan daerah ; 

i. 	Memanggil orang untuk didengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; 

j. 	Menghentikan penyidikan · 
k. 	Melakukan tindakan l ai n yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang 
perpajakan daerah menurut hukum yang dapat 
di per tanggung jawabkan . 

(3) 	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
membe r itahuk n dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dala• 
Undang-undang Hamor 8 Tahun 1981 tentang Hukt.a 
Acara Pidana. 

,. 
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BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 34 


Pelaksanaan 
oleh Kepala Daerah. 

Peraturan Daerah ini ditetapkan 

Pasal 35 

Peraturan Daerah 
tanggal diundangkan. 

ini mulai berlaku pada 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Daeah Tingkat II Sidoarjo. 

Ditetapkan di S I D 0 A R J__fb 
pada tanggal d¥f NJrcntY l<;<l> 

II SIDOARJO 

D1SA11~A N 

,, ,..... 

II 

~iundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sidoarjo Nomor 1 tahun 1998 Seri A pada tanggal 15 Agustus 1998 . 

S I D 

SOENJOTO, SH 
Pembina Utama Muda I 


II 

Nip 010068733 


